
ABSTRAK 

Sekretaris Desa merupakan salah satu perangkat desa yang membantu tugas 

Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.. Namun, setelah 

Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil menimbulkan dampak 

mengenai pertanggungjawaban ganda pada Sekretaris Desa. Dengan isu hukum yang 

demikian, dapat dirumuskan mengenai pertanggungjawaban Sekretaris Desa sebelum 

dan setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. 

Jenis penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang diteliti 

berhubungan langsung dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah 

yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual 

sebagai bentuk pemecahan permasalahan dari isu hukum yang dibahas. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

pertanggungjawaban Sekretaris Desa yang sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri 

Sipil bertanggungjawab Kepala Desa. Ketika Sekretaris Desa diangkat menjadi 

Pegawai Negeri Sipil, maka pertanggungjawaban Sekretaris Desa menjadi ganda, 

Sekretaris Desa sebagai perangkat desa memiliki kewajiban bertanggungjawab 

kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil memiliki 

kewajiban bertanggungjawab kepada Kepala Daerah selaku Pembina Pegawai Negeri 

Sipil di Daerah. Tetapi pertangungjawaban Sekretaris Desa dapat dialukan bersamaan 

karena tidak ada ketentuan norma yang saling bertentangan terkait 

pertanggungjawaban Sekretaris Desa. 
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ABSTRAC 

Village secretary is one of villager servant who helps the headman to organize 

the village government. However, after village secretary inaugurate become civil 

servant cause an impact about the double responsibility of village secretary. From 

those law issue, can be formulated about the responsibility of village secretary before 

and after inaugurate as civil servant. 

The research methodology that uses in this study is normative. It has been 

choose because the problem that researched is directly related with legislation 

ordinance. The approach that used in this study is conceptual approach as the tools to 

solve the law issue that discusses.  

The result of this research shows the responsibility of village secretary to the 

headman before inaugurate as civil servant. Then, the village secretary inaugurate as 

civil servant, she/he has double responsibility, the village secretary as villager servant 

has responsibility to the headman and the village secretary as civil servant that has a 

duty responsibility to the head of district. However, the responsibility as the village 

secretary can be carry out at the same time because there is no norm that 

contradiction concerned to the responsibility of the village secretary. 
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